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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur
merupakan suatu pertanggung jawaban formal sebagai pengguna anggaran
negara sebagaimana diamanatkan PP nomor 8/2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tahun 2017 ini
disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dibidang Pekerjaan Umum Bina
Marga selama 2017.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29/2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam
Perjanjian Kinerja, pada umumnya adalah sasaran yang telah direncanakan
tahun 2017 dan dapat direalisasikan dengan baik.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai karena adanya
komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Provinsi Jawa Timur dalam mendukung visi dan misi yang telah dicanangkan.
Disamping komitmen tersebut, peningkatan akuntabilitas dan kinerja operasional
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur juga didukung dengan
motivasi yang tinggi dan kerja keras seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Provinsi Jawa Timur.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 disusun yang merupakan gambaran kinerja
yang menyajikan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan.

Surabaya, Februari 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. GATOT S. HADI, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19600722 199003 1 004
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa
Timur Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari
pelaksanaan Rencana Strategis RENSTRA Tahun 2014 - 2019 dan
Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini pada
hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan
penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan
selama tahun 2017.

Dalam upaya merealisasikan good governance, kebijakan umum
pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi
pada hasil (result oriented governance). Pemerintahan yang berorientasi
pada hasil akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya
untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

Laporan Kinerja tahun 2017 sebagai wujud akuntabilitas kinerja
yang disusun secara sistematik dan melembaga sebagai hasil Capaian
Kinerja Kegiatan dengan memanfaatkan secara optimal Sumber Daya
yang dimiliki, pengetahuan antisipatif, manajemen secara sistematis,
efesien, efektif, responsif dan akuntabel, serta mampu mengukur hasil
kinerjanya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis, sehingga
dapat dicapai sasaran sesuai target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA
— SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun
2014 - 2019.

Dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan
didasarkan suatu perencanaan stratejik (RENSTRA), Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagai unsur pelaksana

Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang prasarana jalan dengan
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wewenang  menyelenggarakan  dan  melaksanakan  tugas-tugas
penyelenggaraan Jalan Provinsi di Jawa Timur.

Siklus kinerja dimulai dari perencanaan strategis, yang meliputi
proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan
lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran
kinerja, evaluasi dan analisa akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program
dan kegiatan yang dimuat dalam Penetapan Kinerja.

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, ditetapkan metode pengukuran
kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja
kegiatan dan sasaran.
Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan
bertahap untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan. Pengukuran
kinerja tahun 2017 dilaksanakan terhadap kinerja realisasi capaian
penetapan kinerja tahun 2017. Pengukuran dilakukan terhadap indikator
hasil (outcome).

Hasil realisasi pelaksanaan tugas pada tahun anggaran 2017
Pencapaian Kinerja Tahun 2017 pada DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
dengan alat ukur Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap dengan capaian
sebesar 94,90%.

2. Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan
Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer dengan capaian sebesar
95,64%.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 disusun dan merupakan
gambaran Kinerja yang menyajikan keberhasilan dan kegagalan

pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transportasi merupakan urat nadi perkonomian, sehingga usaha-
usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan
sangat tergantung pada infrastruktur transportasi. Pembangunan
transportasi diarahkan untuk mendukung perwujudan Jawa Timur makmur
dan sejahtera. Upaya pembangunan infrastruktur transportasi selalu
bertujuan menciptakan sistem transportasi yang terpadu antarmoda
transportasi, murah dan aman. Salah satu prasarana transportasi adalah
jalan. Prasarana jalan adalah adalah kebutuhan mutlak dalam system
angkutan jalan raya. Kinerja sistem transportasi jalan raya akan
bergantung pada seberapa besar daya dukung prasarana jalan yang
mampu disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok dalam suatu
sistem transportasi.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagai
unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang prasarana
jalan dan jembatan dengan wewenang menyelenggarakan jalan dan
jembatan Provinsi di Jawa Timur, diharapkan mampu memanfaatkan
secara optimal sumber daya yang dimiliki, pengetahuan antisipatif,
manajemen secara sistematis, efesien, efektif, responsif dan akuntabel,
agar menghasilkan sistem jalan Provinsi yang mantap dan terpadu sebagai
upaya dalam melaksanakan tugas serta mampu mengukur hasil kinerjanya
melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis, untuk dasar
pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja. Sehingga kepercayaan

masyarakat kepada Pemerintah dapat terpelihara dengan baik.
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1.2. Landasan Hukum
A. Landasan Konstitusional
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844).
3. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
B. Landasan Struktural
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016
tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa
Timur.
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 tahun 2016 tentang
Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Provinsi Jawa Timur.
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C. Landasan Operasional

1. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006 tentang Jalan

3. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 jo Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-188/Kep/Bangda/2007
tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah/RPIMD).

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/
IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Tujuan
Dengan disusunnya LKJ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi

Jawa Timur ini, diharapkan sebagai:

1. Bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja melalui pengukuran
keberhasilan dan kegagalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dalam penyelenggaraan jalan tahun 2017.

2. Umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja tahun tahun
mendatang.

3. Strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan tahun tahun

mendatang.
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1.4. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

mengemban tugas untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
Berdasarkan Azas Otonomi Dan Tugas Pembantuan Di Bidang Pekerjaan
Umum Bina Marga sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, struktur organisasi Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sesuai dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Provinsi Jawa Timur, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor
114 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Provinsi Jawa Timur terdiri dari :
a. Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas, kedudukannya berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Provinsi.
b. Sekretariat.

c. Bidang Pengaturan dan Pengendalian.
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d. Bidang Bina Teknik.
e. Bidang Pembangunan dan Peningkatan.
f. Bidang Pemeliharaan.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kedudukannya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga
terdiri dari :

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya,

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto,

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro,

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun,

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan,

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri,

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang,

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo,

W 0 N o U b W=

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember,

=
o

. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi,

|
—

. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan,

=
N

. UPT Depo Peralatan, dan
13. UPT Laboratorium Pengujian.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

DPU Bina Marga Prov Jawa Timur | Laporan Kinerja 2017 | BAB |



Jnuwii] emer ISuino.dd ebaep eulg wnwn ueelid)ad seuiq isesiuebiQ ueunsng I lequies

ninp uswaleuey 1sYeS

uelinBuad uep
ueuehejed 1S%eS

nit
ueibeg gng

uellnBuag
wnuojesoge 1dn

_

uejequiap uep uejep
ueeJseyl|awad 1S¥es

uejequiap uep uejep
ueunBuequiad 1s¥eS

g,
—_—

_

:.e__weon_:%
ueeseYIBWad 1S%0S

nit
ueibeg gng

uejequ

o uep

uejer ueejojabuad 1dn

1sesadQ Isyes

nit
ueibeg gng

uejejesad

odaq Ldn

ueeleylewayg
BUESYE[EIEL ISYOS

uejer ueeseyljBwad
1%9S

uejeyBuluag
/ ueunBuequag
euesyeleje] 1syeg

uejequiar ueeybuluad
uep ueunbuequed
ueBUESHE|ad ISHOS

uejer uejeybuiuag
uep ueunBuequad
ueeuesyelod IS¥9S

H ueeseyijpwad buepig g ﬁ

ueunbueq

ueeybuiuag uep
wad buepig

1

e e1eq ueepoebua
uep UBBUIqWA ISYaS uep bedeilued 19j0s
e )
uejequar uep uejer uejequar uep uejer
uesemeBuad 1%9S uejiepuabuad 1Sy
S — —
R
uejequar uep uejep uejequar uep uejep

biuyey esedexey isyes|™ | ueinebuad 1s)9s
)

ywe) eulg buepig —

uelepuabuad

uep ueinjebuag Buepig

ueBuenay| esebbuy § weiboid| eyes ejel
ueunsniuad
— beg ang _ ﬂ Begans | beg gng

|

1 |

(

§

|euoisbuny uejeqep
yodwojay

)

_ seuiq ejeday|

a 2017 | BABI

inerj

DPU Bina Marga Prov Jawa Timur | Laporan K



Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa
Timur dalam mengemban tugas untuk melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di
bidang pekerjaan umum bina marga, adalah seluruh jalan provinsi di Jawa
Timur sepanjang 1.421,00 km yang tersebar di 37 kabupaten/ kota di
Jawa Timur sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur no: 188/128/
KPTS/ 013/ 2016 tentang Jalan Provinsi Menurut Statusnya.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun isi Sistematika Penulisan LKJ ini tersebut berisi :
I. PENDAHULUAN
Dalam Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi
yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dalam Bab ini di ikhtisarkan beberapa hal penting dalam
perencanaan dan perjanjian kinerja ( dokumen penetapan
kinerja )
III. AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran
organisasi pelapor, dengan penungkapan dan penyajian dari
hasil pengukuran kinerja.
IV. PENUTUP
V. LAMPIRAN - LAMPIRAN
» Matriks Renstra Tahun 2014-2019
» Penetapan Kinerja Tahun 2017
» Pengukuran Kinerja Tahun 2017
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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BAB I1
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2014 - 2019
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur telah
menyusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra — SKPD) periode tahun 2014 — 2019 sesuai amanah dari
Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang Undang nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah serta selaras dengan program prioritas
Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur
tahun 2014 - 2019 dan bersifat indikatif serta memuat visi, misi, tujuan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara
dibidang jalan dengan:
A. VISI : " TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI AMAN,
NYAMAN DAN LANCAR DALAM MENDUKUNG TERCAPAINYA
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JAWA TIMUR".

B. MISI
a. Meningkatkan kondisi pelayanan jalan provinsi di Jawa
Timur
b. Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur
Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah Selatan
Jawa Timur
C. TUJUAN:

a. Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan
provinsi.
b. Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial dan

Wilayah Selatan Jawa Timur.
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Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI TUJUAN INDIKATOR
Meningkatkan kondisi I | Meningkatkan daya 1 | Persentase jalan
pelayanan jalan provinsi di dukung, kapasitas provinsi dengan
Jawa Timur dan kualitas jalan kondisi pelayanan

provinsi. baik

Meningkatkan Keseimbangan Il | Meningkatkan 2 | Persentase
Pembangunan Infrastruktur Aksesibilitas Menuju Penyelesaian
Jalan Menuju Kawasan Kawasan Potensial Pembangunan
Potensial dan Wilayah Selatan dan Wilayah Selatan Jalan menuju
Jawa Timur Jawa Timur. kawasan

potensial dan

Wilayah Selatan

Jawa Timur

D.SASARAN :
Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu:
Tujuan-1 : Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan
provinsi.
Sasarannya adalah :
a. Meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui oleh
kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.
b. Meningkatnya jalan provinsi yang menjamin

pengguna berkendara dengan selamat

Tujuan-2 : Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial dan
Wilayah Selatan Jawa Timur.
Sasarannya adalah :
Meningkatnya Penyelesaian Pembangunan Jalan
menuju kawasan potensial dan Wilayah Selatan

Jawa Timur.
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Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Tujuan, dan Sasaran

Timur

TUJUAN SASARAN
Uraian Indikator Uraian Indikator

| | Meningkatkan | Persentase Meningkatnya jalan | Persentase jalan provinsi dalam
daya dukung, | jalan provinsi provinsi yang dapat | kondisi mantap fungsional.
kapasitas dan | dengan dilalui oleh . : o
provinsi pe!ayanan cepat, aman dan yang memadai bagi kendaraan untuk

baik nyaman. -
dapat dilalui oleh kendaraan dengan
cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi
jalannya diukur menggunakan alat
ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai
IRl) atau diukur secara visual
(menghasilkan nilai RCI).
Nilai maksimum IRI adalah 8 atau RCI
minimum nilainya sedang
Meningkatnya jalan | Persentase Jalan Provinsi yang
provinsi yang memenuhi  persyaratan  teknis
menjamin jalan dalam sistem jaringan jalan
pengguna primer.
berkendara dengan
selamat Kriterianya adalah jalan provinsi yang
menjamin pengguna jalan berkendara
dengan selamat, dengan parameter:
a. Spesifikasi Penyediaan Prasarana
b. LHRT (SMP/Hari)
c. Lebar Jalur Lalu Lintas Minimum
d. Lebar Bahu Minimum
e. Tipe Perkerasan Jalan Minimum
f. Kelandaian Maksimum
g. Kondisi Bangunan Pelengkap Jalan
(Jembatan, Gorong-gorong, dll)

Il | Meningkatkan | Persentase Meningkatnya Persentase Penyelesaian
aksesibilitas penyelesaian Penyelesaian Pembangunan Jalan menuju
Jalan menuju Pembangunan Pembangunan kawasan potensial dan Jalan
kawasan Jalan menuju Jalan menuju Lintas Selatan Jawa Timur
potensial dan | kawasan kawasan potensial .

Wilayah potensial dan dan Wilayah Persentase Penyelesaian
Selatan Jawa | Wilayah Selatan Jawa Pembangunan Jembatan Jalan
Timur Selatan Jawa Timur menuju kawasan potensial dan

Jalan Lintas Selatan Jawa Timur
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Pengukuran tujuan 1 sasaran 2, yang meliputi 7 parameter
dengan pembobotan nilai seperti pada Tabel 2.3. berikut:

Tabel 2.3 Bobot Pengukuran Tujuan 1 Sasaran 2

NO PARAMETER BOBOT
1. Spesifikasi Penyediaan Prasarana 0%
2. | LHRT (SMP/Hari) 0%
3. Lebar Jalur Lalu Lintas Minimum 60%
4, Lebar Bahu Minimum 20%
5. Tipe Perkerasan Jalan Minimum 0%
6. Kelandaian Maksimum 5%
7. Kondisi Bangunan Pelengkap 15%

Jalan (Jembatan, Gorong-gorong,

dll)

Pembobotan masing masing parameter dengan

mempertimbangkan:

1. Spesifikasi Penyediaan Prasarana bobot 0%, karena
penyediaan jalan provinsi telah memenuhi spesifikasi yang
dipersyaratkan sehingga tidak mempengaruhi kinerja jalan.

2. LHRT (SMP/ Hari) bobot 0% karena sesuai pengelompokkan
kelas jalan, jalan provinsi merupakan jalan raya atau jalan
sedang yang salah satu persyaratan LHRT sudah ditetapkan,
sehingga tidak mempengaruhi penilaian kinerja.

3. Lebar Jalur Lintas Minimum bobot 60% karena lebar jalur lalu
lintas minimum merupakan salah satu bagian jalan yang
digunakan untuk melayani pengguna jalan agar berkendara
dengan aman, nyaman dan lancar dan kegiatan pemenuhan
tersebut merupakan kegiatan utama di Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga. Sampai saat ini jalan provinsi yang sudah

DPU Bina Marga Prov Jawa Timur | Laporan Kinerja 2017| BAB I/



memenuhi persyaratan lebar jalur lalu lintas minimal baru
mencapai 38,48%.

4. Lebar Bahu Minimum bobot 20%: lebar bahu minimum
merupakan penunjang yang utama dalam menjamin pengguna
berkendara dengan selamat.

5. Tipe Perkerasan Jalan Minimum bobot 0%: seluruh jalan
provinsi sudah berpenutup aspal.

6. Kelandaian Maksimum bobot 5%: karena kelandaian
maksimum yang belum memenuhi persyaratan ini cuma
4,83%.

7. Kondisi Bangunan Pelengkap Jalan (Jembatan, Gorong-gorong,
dil) bobot 15% karena bangunan pelengkap merupakan
pendukung konstruksi jalan untuk keselamatan pengguna jalan

dan pengamanan aset jalan.

E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Jawa Timur tersebut dilakukan melalui strategi, yaitu:

a.

Menempatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur sesuai dengan
kompetensi yang diperlukan.

Memanfaatkan teknologi jalan dan jembatan untuk mendukung
penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan.
Meningkatkan sarana dan prasarana peralatan dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi yang memadai untuk
mendukung penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan tanggap

darurat.

. Meningkatkan mutu penyelenggaraan jalan dan jembatan dengan

dukungan unit pengendali mutu dan pengukuran evaluasi kinerja.
Untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik dan

transparan.
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f. Meningkatkan koordinasi inter dan antar institusi dengan
mengembangkan tekonolgi informasi dilingkungan pemerintahan
untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik.

g. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam

mendukung penyelenggaraan prasarana jalan dan jembatan.

Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur
adalah sebagai berikut :

a. Mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala prasarana jalan dan
jembatan.

b. Penanganan cepat terhadap perbaikan prasarana jalan dan
jembatan yang rusak akibat bencana alam.

c. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan
untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas.

d. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol di Jawa Timur.

e. Percepatan pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur.

f. Mengharmonisasi-kan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan
kebijakan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota, dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem
jaringan prasarana lainnya.

g. Meningkatkan dan mengembangkan koordinasi di antara
pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi, serta kabupaten/kota
untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan
prasarana jalan.

h. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan
SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan.

i. Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam

penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.
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2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan
perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada
Program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang
lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun
masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan
baik untuk Kementrian / Lembaga di Pusat dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut
dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah.

Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanahkan oleh Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Pusat, dan
RKPD yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
dirancang untuk Pemerintah Daerah, di Jawa Timur telah ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2012.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN &
RB) Nomor : 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.4 Rencana Kerja Tahun 2017

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET
I | Meningkatkan Meningkatnya jalan Persentase Jalan 96,42 %
daya dukung, provinsi yang dapat Provinsi dalam kondisi
kapasitas dan dilalui oleh kendaraan | mantap fungsional
kualitas jalan dengan cepat, aman,
provinsi dan nyaman.
2 | Meningkatnya jalan Persentase Jalan 59,86 %
provinsi yang Provinsi yang
menjamin pengguna memenuhi persyaratan
berkendara dengan teknis jalan .
selamat.
Il | Meningkatkan 3 | Meningkatnya Persentase -

aksesibilitas Jalan
menuju kawasan
potensial dan
Wilayah Selatan
Jawa Timur

Penyelesaian
Pembangunan Jalan
Menuju Kawasan
Potensial dan Jalan
Lintas Selatan

penyelesaian
pembangunan jalan
menuju kawasan
potensial dan Jalan
Lintas Selatan

Persentase -
Penyelesaian
Pembangunan
Jembatan menuju
kawasan potensial dan
jembatan Lintas
Selatan

2.3. Penetapan Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 yang telah dibuat untuk
melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2017 menjadi
tumpuan bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur
untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan
dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi
Jawa Timur Tahun 2017 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5
yang
ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Pada tanggal 31 Desember 2010 muncul Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadikan Penetapan
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Kinerja sebagai komitmen kinerja Kepala Dinas dinyatakan dalam
Perjanjian Kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran
Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan ukuran keberhasilan, prestasi
(performance) dari kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa
Timur pada tahun 2017. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.
Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja
(peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan
evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja
dimasa yang akan datang (performance improvement).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran pada
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, menggunakan skala
pengukuran 4 (empat) mempunyai makna progres positif kategori sebagai
berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2017

Rentang Capaian Kategori Capaian
4 Lebih dari 100 % Sangat baik
3 75 % sampai 100 % Baik
2 55 % sampai 75 % Cukup
1 Kurang dari 55 % Kurang

3.2 Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja disusun berdasarkan hasil pengujuran kinerja, yaitu
dengan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kelompok indikator kinerja
sasaran untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai keberhasilan dan
kegagalan rencana strategis tahun 2017 serta pencapaian sasaran dari suatu
program. Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa

Timur tahun 2017 dalam penyelenggaraan jalan provinsi dapat dilihat dari 3
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(tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama yang

penjelasannya sebagai berikut:

3.2.1 Tujuan Meningkatkan Daya Dukung, Kapasitas, Dan Kualitas
Jalan Provinsi
Tujuan Meningkatkan Daya Dukung, Kapasitas, dan Kualitas Jalan
Provinsi dijabarkan kedalam 2 (dua) sasaran prioritas pembangunan, yaitu:
a. Meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui kendaraan dengan cepat,
aman, dan nyaman.
b.  Meningkatnya jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan

selamat.

3.2.1.1 Sasaran Meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui oleh
kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.

Sasaran prioritas pembangunan “meningkatkan jalan provinsi yang dapat

dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman” sebanyak 1 (satu)

indikator yaitu : (1) Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik mantap

fungsional.

Tabel 3.2 Tujuan 1 Sasaran 1

TUJUAN 1 SASARAN 1
Meningkatkan Daya Dukung, Kapasitas, | Meningkatknya jalan provinsi yang dapat
dan Kualitas Jalan Provinsi dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman
dan nyaman.

Tabel 3.3 Realisasi Tujuan 1 Sasaran 1 Tahun 2017

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN REALISASI (%)
1 Meningkatnya Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik mantap 90,31
jalan provinsi fungsional
yang dapat Kriterianya adalah jalan provinsi memiliki kerataan
dilalui oleh permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan
kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat,
dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur
aman dan menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan
nyaman. nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai
RCI).
Nilai maksimum IRl adalah 8 atau RCI minimum
nilainya sedang
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Sasaran 1: Meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui oleh
kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman, dan sasaran 2: Meningkatnya
jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat, didukung
oleh 2 (dua) program vyaitu:

a.l. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan
anggaran sebesar Rp 959.137.461,00 realisasi Rp 834.437.096.723,00
atau 87,00% dengan target indikator kinerja:

a. Panjang jalan dalam kondisi mantap (Km) sepanjang 1.352,22 Km
(95,16%) dan terealisasi panjang jalan dalam kondisi mantap (Km)
sepanjang 1.283,32 Km.

b. Panjang jembatan dalam kondisi baik sepanjang 10.905,03 m dan
terealisasi panjang jembatan dalam kondisi baik sepanjang
10.291,45 m.

a.2. Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan
anggaran sebesar Rp 37.302.252.000,00 realisasi Rp
35.667.889.343,92 atau 95,62% dengan target indikator kinerja:

a. Persentase ketersediaan alat berat dalam kondisi layak pakai dan
memadai sebesar 85 % dan terealisasi persentase ketersediaan alat
berat dalam kondisi layak pakai dan memadai sebesar 85 %.

b. Persentase Kantor dalam kondisi layak pakai dan memadai sebesar
75% dan terealisasi Persentase Kantor dalam kondisi layak pakai

dan memadai sebesar 75%.
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Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan
dalamTabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Tujuan 1 Sasaran 1 Tahun 2017

NO INDIKATOR KINERJA TAEIE/S)ET REALISASI (%) CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5=4/3X100%
1 Persentase jalan provinsi 95 16 90.31 94 90

dalam kondisi mantap ! ! !
fungsional.

Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap sebesar 90,31%. Pada
Tabel 3.5 diuraikan kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat.

Tabel 3.5 Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2017

NO URAIAN KONDISI JALAN 2017
Km %
1 Mantap 1.283,32 90,31
a. Baik 586,85 41,30
b. Sedang 696,47 49,01
11 Tidak Mantap 137,68 9,69
a. Rusak Ringan 125,92 8,86
b. Rusak Berat 11,76 0,83

PANJANG JALAN SESUAI KONDISI

11,76 Km

. 125,92 km

m Baik ® Sedang Rusak Ringan  ® Rusak Berat

Gambar 3.1 Panjang Jalan Sesuai Kondisi, Tahun 2017.
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Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 1 pada Tabel 3.4, dapat
disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Kemantapan Jalan Provinsi di Provinsi
Jawa Timur pada tahun 2017 mencapai angka 94,90 % dan tergolong Baik.
Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang terus dan senantiasa dilakukan,
yaitu:

1. Pemeliharaan rutin jalan dengan menambal setiap ada lubang dengan
segera agar tidak memperparah kerusakan dan pemeliharaan berkala jalan
di seluruh ruas jalan provinsi terutama jalan strategis sehingga layak untuk
kepentingan mobilitas barang dan jasa.

2. Pemeliharaan rutin dan berkala jembatan sehingga layak digunakan untuk
kepentingan mobilitas barang dan jasa serta masyarakat.

Indikator Kinerja Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap dari
tahun 2010 sampai tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut: 77,38%
pada tahun 2010, meningkat menjadi 78,16% pada tahun 2011, meningkat
menjadi 85,73% pada tahun 2012,meningkat menjadi 88,40% pada tahun
2013, meningkat menjadi 89,27% pada tahun 2014, meningkat menjadi
89,43 % pada tahun 2015, menurun menjadi 88,87% pada tahun 2016 dan
meningkat sebesar 90,31 % pada tahun 2017 seperti dalamTabel 3.6.

Tabel 3.6 Kemantapan Jalan Provinsi Delapan Tahun Terakhir (2010 — 2017)

TARGET REALISASI CAPAIAN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2017 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Meningkatkan | Meningkatnya Persentase 95,16 77,38 | 78,16 | 85,73 | 88,40 | 89,27 | 89,43 | 88,87 | 90,31 94,90
DayaDukung, | jalan provinsi jalan

Kapasitas dan | yang dapat provinsi

Kualitas Jalan | dilalui oleh dalam

Provinsi kendaraan kondisi
dengan cepat, mantap
aman dan fungsional

nyaman.
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TAHUN
M Target M Realisasi

Gambar 3.2 Target dan Realisasi Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi
Mantap Tahun 2010-2017

Persentase Jalan dalam kondisi mantap jalan provinsi di Jawa Timur
dari tahun 2010 — 2017 diuraikan dalam kondisi baik, sedang, rusak ringan,

dan rusak berat adalah seperti pada Gambar 3.3.
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1000,00 -

800,00 - 699,27 696,47

3,57 586

~

600,00

KONDISI JALAN (KM)

400,00

200,00

0,00
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TAHUN
M Baik ®Sedang i RusakRingan M Rusak Berat

Gambar 3.3 Panjang Jalan Sesuai Kondisi Tahun 2010 — 2017
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Dilihat nilai kemantapan jalan tahun 2017 sebesar 90,31% dan tahun
2016 sebesar 88,87% ini berarti terjadi kenaikan kemantapan sebesar 1,44%
dari target peningkatan kemantapan di renstra sebesar 2,27%. Kemantapan
ini berupa kerataan permukaan perkerasan sehingga nyaman untuk
berkendara. Kemantapan ini diperoleh dari pelaksanaan pemeliharaan rutin
tambal sulam dan pemeliharaan berkala serta peningkatan jalan.
Pemeliharaan rutin dan berkala hanya untuk lapisan permukaan perkerasan
saja sehingga tidak menambah nilai struktural jalan, sedangkan peningkatan
jalan untuk menambah nilai struktural jalan. Sehingga kemantapan jalan
yang didapat dari pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala berupa
kemantapan marjinal dan kemantapan struktural jalan didapat dari

pelaksanaan peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan.
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Gambar 3.4 Panjang Peningkatan Jalan Tahun 2010 — 2017.
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Gambar 3.5 Panjang Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2010 — 2017.
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Gambar 3.6 Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan Tahun 2010 — 2017.

Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya mengalami peningkatan
meskipun belum memenuhi target renstra, sedangkan pemeliharaan berkala

naik turun dan belum memenuhi renstra, sehingga pemeliharaan rutin (yang
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dilaksanakan sebagai bentuk penyelenggaraan jalan minimal) seluruh ruas jalan
provinsi.
1. Perbaikan pemeliharaan rutin jalan antara lain meliputi:
a. Meningkatkan peran Satuan Tugas (Satgas) UPT Bina Marga Provinsi
Jawa Timur sebagai ujung tombak penanganan pemeliharaan jalan.
b. Ketersediaan jumlah dan kualitas peralatan.
Pada tahun 2017 terdapat alat unit pemeliharaan rutin sebanyak 240unit
yang tersebar di 12 UPT se-Jawa Timur dalam kondisi baik, yang berupa:
Alat Pemeliharaan Rutin lengkap di setiap UPT dan Depo Peralatan:
Cold Milling: 15 unit, Asphalt Finisher: 12 unit, Tandem Roller: 31 unit,
Tire Roller: 8 unit, Vibrator Soil Compactor: 3 unit, Baby Roller: 28 unit,
Pick Up: 29 unit, Pick Up Dump: 4 unit, Truck With Crane: 7 unit, Flat
Bed Truck : 7 unit, Flat Bed Truck With Crane: 15 unit, Dump Truck: 34
unit, Self Loader Truck: 3 unit, Asphalt Compressor: 17 unit, Forklif: 1
unit dan Asphat Spayer: 20 unit.
Alat Konstruksi terdiri atas: Bulldozer: 8 unit, Motor Grader 5 unit,
Whell Loader 14 unit, Mobil Crane 2 unit, Excavator On Track 2 unit,
Excavator 13 unit.
Alat Penunjang terdiri atas: Plate Compactor 11 unit, Plat Stamper:
12 Unit, Concreate Cutter: 10 unit, Asphalt Cutter: 6 Unit, Core Drill 1
unit, Genset 3 unit, Air Compressor: 18 Unit, Chain Saw 46 unit, dan
Grass Cutter 21 unit. Peralatan tersebut di atas didistribusikan di setiap
Kantor UPT dan Kantor Pembantu bahkan di Kantor Pengamat untuk
menunjang pelaksanaan pemeliharaan jalan yang cepat, tepat dan
akurat.
c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Peningkatan kualitas SDM dimaksudkan untuk mewujudkan tenaga yang
memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan jalan dilaksanakan melalui
pendidikan dan pelatihan tentang kebinamargaan antara lain: diklat
pembekalan pengamat jalan dan juru jalan, diklat pembekalan pengawas

jalan dan jembatan, diklat tata cara hukum kontrak, diklat teknis
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perencanaan jalan, diklat perencanaan drainase, diklat teknis
pengawasan pekerjaan jalan dan jembatan yang diselenggarakan oleh
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, Balai Pendidikan
dan Pelatihan VI Kementerian Pekerjaan Umum maupun Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sendiri.

3.2.1.2 Sasaran Meningkatnya jalan provinsi yang menjamin
pengguna berkendara dengan selamat.

Sasaran prioritas pembangunan “Meningkatnya jalan provinsi yang
menjamin pengguna berkendara dengan selamat” sebanyak 1 (satu) indikator
yaitu : (1) Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan
dalam sistem jaringan jalan primer.

Tabel 3.7 Tujuan 1 Sasaran 2

TUJUAN 1 SASARAN 2
Meningkatkan Daya Dukung, Kapasitas, dan | Meningkatnya jalan provinsi yang
Kualitas Jalan Provinsi menjamin  pengguna  berkendara
dengan selamat.
Tabel 3.8. Realisasi Tujuan 1 Sasaran 2 Tahun 2017
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN REALISASI
2 Meningkatnya Persentase Jalan Provinsi yang
Jalan provinsi | e aringan jalan primer CAPAIAN
o i jari j i .
yang menjamin Kriterianya adalah jalan provinsi yang CAPAIAN | BOBOT X BOBOT
pengguna menjamin pengguna jalan berkendara
berkendara dengan selamat, dengan parameter:
dengan selamat. a. Spesifikasi Penyediaan Prasarana 100,00 0,00 -
b. LHRT (SMP/Hari) 100,00 0,00 -
c. Lebar Jalur Lalu Lintas Minimum 38,48 60,00 23,09
d. Lebar Bahu Minimum 86,55 20,00 17,31
e. Tipe Perkerasan Jalan Minimum 100,00 0,00 0,00
f. Kelandaian Maksimum 96,70 5,00 4,83
g.Kondisi Bangunan Pelengkap Jalan 92,85 15,00 13,93
(Jembatan, Gorong-gorong, dll)
59,16
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Jika dilihat dari parameter “c” lebar jalur lalu lintas minimum, yang baru
memenuhi mencapai 38,48% atau sepanjang 546,80 Km, yang belum
memenuhi sebanyak 61,52% atau sepanjang 874,20 Km. Dari 874,2 Km
tersebut, sepanjang 168,77 dengan tingkat pelayanannya sudah mencapai D
(Tingkat Pelayanan Sangat Rendah) dan E (Tingkat Pelayanan Sangat Sangat
Rendah) atau dengan nilai VCR (Volume Capacity Ratio: perbandingan antara
volume kendaraan yang melintas dengan kapasitas pada suatu ruas jalan
tertentu) = 0,85, sisanya sepanjang 705,43 Km dengan tingkat pelayanan
A(Tingkat Pelayanan Sangat Tinggi), B (Tingkat Pelayanan Tinggi)dan C
(Tingkat Pelayanan Sedang) atau dengan nilai VCR < 0,85. Untuk itu ditengah
keterbatasan alokasi anggaran penyelenggaraan jalan setiap tahunnya dari
pemerintah provinsi Jawa Timur, maka strategi untuk pemenuhan “lebar jalur
lalu lintas minimum” yang dilakukan terlebih dahulu adalah kegiatan
peningkatan struktur dan kapasitas (pelebaran) ruas-ruas yang tingkat
pelayanannya sudah mencapai D dan E atau nilai VCR > 0,85 dan lebarnya
belum memenuhi persyaratan lebar jalur lalu lintas minimum tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Prioritas Pembangunan
“Meningkatkan jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan
selamat” dengan indikator yaitu: “Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi
persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer”, dilaksanakan
dengan:

a. Peningkatan jalan dan penggantian jembatan;
Peningkatan jalan provinsi dan penggantian jembatan tahun 2017
dilaksanakan oleh 2 (dua) kegiatan yaitu
1. Pelaksanaan fisik peningkatan jalan yang berupa pelebaran jalur lalu lintas
sekaligus meningkatkan daya dukung struktur jalan melalui kegiatan
Peningkatan Jalan Provinsi sepanjang 72,08 km yang pengawasan mutu
dan kualitas pekerjaan kegiatan tersebut agar sesuai dengan Spesifikasi
dilaksanakan kegiatan Supervisi Peningkatan Jalan di 14 lokasi sesuai
dengan pelaksanaan fisik yang ada. Peningkatan jalan sepanjang 72,08

Km tersebut tidak seluruhnya menaikkan realisasi capaian sasaran
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strategis, dikarenakan adanya peningkatan jalan yang belum memenuhi
persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer yang
disebabkan ketersediaan Ilahan yang terbatas sehingga tidak
memungkinkan dilakukan peningkatan jalan yang sesuai persyaratan
teknis jalan tersebut.
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam
Tabel 3.9 sebagai berikut :
Tabel 3.9 Capaian Tujuan 1 Sasaran 2 Tahun 2017

NO INDIKATOR KINERJA TARGET (%) REALISASI (%) CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 =4/3 X 100%
1 Persentase jalan provinsi yang 61,86 59,16 95,64

memenuhi persyaratan teknis
jalan dalam sistem jaringan
jalan primer

Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 95,64

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 2 pada Tabel 3.10, dapat
disimpulkan bahwa pencapaian “Meningkatnya jalan provinsi yang menjamin
pengguna berkendara dengan selamat” pada tahun 2017 mencapai angka
95,64% dan tergolong Baik. Realisasi Indikator “Persentase jalan provinsi yang
memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer” sebesar
59,16%, dari target pada tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 61,86%.
Realisasi ini didapat dari rata-rata realisasi parameter-parameter persyaratan
teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer yaitu:

a. Lebar Jalur Lalu Lintas Minimum,

b. Lebar Bahu Minimum,
c. Kelandaian Maksimum,
d

. Kondisi Bangunan Pelengkap Jalan (Jembatan, Gorong-gorong, dll).

Dari keempat parameter tersebut diatas, kebijakan yang dilaksanakan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur ditengah keterbatasan
alokasi anggaran adalah memfokuskan pada lebar jalur lalu lintas minimum
pada ruas-ruas jalan yang lebarnya belum memenuhi persyaratan dan nilai
VCRnya > 0,85.
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Realisasi indikator “Persentase Jalan Provinsi Yang memenuhi
persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer” dari tahun 2010
sampai dengan 2017 dapat digambarkan selalu terjadi kenaikan realisasi setiap
tahunnya. Pada tahun 2010 mencapai 51,563% naik menjadi 52,998% tahun
2011, tahun 2012 menjadi 53,035%, tahun 2013 menjadi 54,147%, tahun 2014
menjadi 55,009%, tahun 2015 menjadi 44,02%, tahun 2016 menjadi 57,90%
serta pada tahun 2017 menjadi 59,16 % seperti dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Realisasi Tujuan 1 Sasaran 2 Tahun 2010-2017

TARGET REALISASI CAPAIAN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2017 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 2016 | 2017
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Meningkatkan Meningkatnya Persentase 57,90 51,563 | 52,998 | 53,035 | 54,147 | 55,009 | 56,89 | 57,90 | 59,16 95,64
daya dukung, | jalan provinsi | jalan
kapasitas dan | yang provinsi
kualitas jalan | menjamin yang
provinsi pengguna memenuhi
berkendara persyaratan
dengan teknis jalan
selamat dalam
sistem
jaringan
jalan primer

3.2.2 Tujuan Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial
dan Wilayah Selatan Jawa Timur

Tujuan  Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial
danWilayah Selatan Jawa Timur dijabarkan kedalam 1 (satu) Sasaran Prioritas
Pembangunan dengan 2 (dua) indikator.

Sasaran Prioritas Pembangunan berupa Penyelesaian Pembangunan
Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan diukur melalui 2 (dua)
indikator  yaitu (1) Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju
kawasan potensial dan jalan lintas selatan, (2) Persentase penyelesaian
pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jembatan lintas
selatan.

Tabel 3.11 Tujuan 2 Sasaran 1
TUJUAN 2 SASARAN 1

Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial | Meningkatnya Penyelesaian Pembangunan
dan Wilayah Selatan Jawa Timur Jalan Menuju Kawasan Potensial dan

JalanLintas Selatan
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Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam
Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Capaian Tujuan 2 Sasaran 1 Tahun 2017

NO INDIKATOR KINERJA TARGET (%) REALISASI (%) CAPAIAN
1 2 3 4 5 =4/3 X 100%
1 Persentase penyelesaian - 48,95 -

pembangunan jalan
menuju kawasan
potensial dan jalan lintas
selatan

2 Persentase penyelesaian - 54,15 -
pembangunan jembatan
menuju kawasan
potensial dan jembatan
lintas selatan

Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran -

Hasil Pengukuran sasaran 1 pada Tabel 3.12 tidak terukur dikarenakan
pada tahun 2017 Pencapaian sasaran tersebut melalui APBN.

Panjang rencana Jalan Lintas Selatan pada awal tahun 2017 adalah
676,815 km, karena menyesuaikan DED sehingga menjadi 677,98 km, demikian
juga untuk panjang jembatan dari 8.404 m menjadi 8.327 m.

> Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial

dan jalan lintas selatan.

Tabel 3.13. Rencana Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Strategis
dan Jalan Lintas Selatan

NO URAIAN JALAN (KM)
A | Jalan menuju kawasan potensial
1. | Jalan Tembus Lawang Batu (Sukorejo — Malang — 33,91
Batu)
2. | Panjang Jalan Akses PIMPA 3,30
3. | Jalan Alternatif Kediri — Nganjuk — Madiun 64,00
Jumlah A 101,21
B | Jalan Lintas Selatan
1. | Pacitan 87,44
2. | Trenggalek 78,85
3. | Tulungagung 54,97
4. | Blitar 64,20
5. | Malang 137,33
6. | Lumajang 65,60
7. | Jember 83,50
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8. | Banyuwangi 106,10
Jumlah B 677,98
Total 779,19

Kerjasama Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan

8 Pemerintah Kabupaten dalam Pembangunan Jalan Lintas Selatan

sampai dengan akhir 2017 telah mencapai kemajuan seperti dalam
tabel berikut:

Tabel 3.14. Realisasi Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial
dan Jalan Lintas Selatan s/d 2017

JALAN

NO URAIAN (KM)* KETERANGAN
A | Jalan menuju kawasan
potensial
1. |Jalan Tembus Lawang -
Batu (Sukorejo — Malang
— Batu)
2. | Panjang Jalan  Akses -
PIMPA
3. |Jalan Alternatif Kediri — -
Nganjuk — Madiun
Jumlah A -
B | Jalan Lintas Selatan
1. | Pacitan 87,44 | Tahun 2017 didanai APBN
2. | Trenggalek 24,39
3. | Tulungagung 12,70
4. | Blitar -
5. | Malang 101,10
6. | Lumajang 59,830
7. | Jember 11,25
8. | Banyuwangi 84,70
Jumlah B 381,41
Total 381,41
Keterangan:

*) Jalan Aspal/ Beton
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Tabel

3.15. Rekapitulasi Realisasi

Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan s/d 2017

Pembangunan Jalan Menuju

REALISASI S/D 2016

NO URAIAN RENCANA KM %
A Pembangunan Jalan Menuju
Kawasan Potensial dan
Jalan Lintas Selatan
1 | Jalan (KM) 779,19 381,41 48,95

Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial

dan jalan lintas selatan pada tahun 2015 adalah sebesar 44,50 %, pada
tahun 2016 adalah sebesar 47,36 %, dan pada tahun 2017 adalah

sebesar 48,95 % mengalami peningkatan sebesar 1,59 %. Peningkatan

capaian sasaran 3 tersebut dikarenakan progres pembangunan Jalan

Lintas Selatan di

Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi.

Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung,

Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan

potensial dan jalan lintas selatan.

Tabel 3.16. Rencana Pembangunan Jembatan Menuju Kawasan
Potensial dan Jalan Lintas Selatan

JEMBATAN (M)
NO URAIAN PANJANG JUMLAH
(M) (BUAH)

A |Jembatan pada jalan menuju

kawasan potensial
1. | Jalan Tembus Lawang Batu (Sukorejo 385 29

— Malang — Batu)
2. | Panjang Jalan Akses PIMPA - -
3. |Jalan Alternatif Kediri — Nganjuk - 45 1

Madiun

Jumlah A 430 30
B |Jembatan pada Jalan Lintas

Selatan
1. | Pacitan 1.960 12
2. | Trenggalek 559 10
3. | Tulungagung 828 23
4. | Blitar 1.122 22
5. | Malang 985 18
6. | Lumajang 596 17
7. | Jember 1.536 33
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8. | Banyuwangi 741 16
Jumlah B 8.327 151
Total 8.757 183

Kerjasama Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan

8 Pemerintah Kabupaten dalam Pembangunan Jalan Lintas Selatan

sampai dengan akhir 2017 telah mencapai kemajuan seperti dalam
tabel berikut:

Tabel 3.17. Realisasi Pembangunan Jembatan pada Jalan Menuju
Kawasan Strategis dan Jalan Lintas Selatan s/d 2017

JEMBATAN (M)

NO URAIAN PANJANG | JUMLAH KETERANGAN
(M) (BUAH)
A |Jalan menuju
kawasan
potensial
1. | Jalan Tembus - -
Lawang Batu
(Sukorejo — Malang
— Batu)
2. | Panjang Jalan - -
Akses PIMPA
3. |Jalan Alternatif - -
Kediri — Nganjuk —
Madiun
Jumlah A - -
B |Jalan Lintas
Selatan
1. | Pacitan 1.960 12 | 2 buah jembatan
2. | Trenggalek 399 8 | (Grindulu dan
3. | Tulungagung 183 4 | Sirnoboyo) sedang
4. | Blitar 302 6 SZLig"aﬁ;f::n Jang
3. Malan.g 605 12 diperkirakan selesai
6. | Lumajang 596 17 | akhir tahun 2019.
7. | Jember 521 17
8. | Banyuwangi 176 7
Jumlah B 4.742 83
Total 4.742 83
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Tabel 3.18. Rekapitulasi Realisasi Pembangunan Jembatan Menuju
Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan s/d 2017

NO URAIAN RENCANA REAII\',IISASI S/D 23017
A Pembangunan Jembatan
Menuju Kawasan Strategis
dan Jalan Lintas Selatan
1 | Jembatan (M) 8.757 4.742 54,15

Banyak manfaat dengan adanya jalur lintas selatan, namun saat ini efek

tersebut belum banyak dirasakan karena pembangunannya masih sepenggal-

sepengal belum menghubungkan secara keseluruhan dari Pacitan — Banyuwangi

meskipun pembangunannya sudah dimulai sejak tahun 2002, karena dalam

pelaksanaan banyak ditemui adanya kendala-kendala, yaitu:

1. Topografi yang sulit untuk merealisasikan rencana desain dengan kondisi di

lapangan sehingga menyebabkan kebutuhan lahan menjadi melebar serta

biaya pelaksanaan tinggi.

2. Kesulitan pemanfaatan tanah Perhutani/Perkebunan (memerlukan proses

yang cukup rumit).
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3.3 Akuntabilitas Keuangan
Dalam rangka penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tahun
2017, dijabarkan juga terhadap penggunaan dana Pemerintah Provinsi Jawa
Timur guna menggerakkan program — program kegiatan pada tahun anggaran
2017 serta dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan — peraturan
pelaksanaan pengelolaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Provinsi Jawa Timur
Tahun 2017.

Dibandingkan dengan kebutuhan alokasi anggaran sesuai dengan Renstra
sebesar Rp 1.445.310.181.200,00 untuk tahun 2017 ini tingkat capaiannya
sebesar Rp 891.972.658.555,92 atau 61,71%.

1.600,00

1.445,31

1.400,00

1.200,00

1.000,00

800,00

600,00

ALOKASI ANGGARAN (Rp. Milyar)

400,00
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TAHUN
M Target M Realisasi

Gambar 3.7 Target dan Realisasi Anggaran 2010 — 2017

Alokasi anggaran belanja langsung yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun 2017 Rp 1.023.800.145.000,00
terealisasi sebesar Rp 891.972.658.555,92 atau 87,12% dengan rincian seperti
pada Tabel 3.19.

DPU Bina Marga Prov Jawa Timur | Laporan Kinerja 2017 | BAB III



Tabel 3.19 Realisasi Anggaran 2017

REALISASI
NO URAIAN PAGU KEUANGAN FISIK
Rp % %
BELANJA LANGSUNG 1.023.800.145.000,00 891.972.658.555,92 87,12 100,00
| Program Pelayanan 4.986.442.920,00 4.627.286.552,00 92,80 100,00
Administrasi Perkantoran
1 | Pelaksanaan Administrasi 4.986.442.920,00 4.627.286.552,00 92,80 100,00
Perkantoran
] Program Peningkatan Sarana 11.808.818.800,00 9.629.905.279,00 81,55 100,00
dan Prasarana Aparatur
1 | Penyediaan Peralatan dan 7.858.800.000,00 6.125.219.260,00 77,94 100,00
Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
2 | Pemeliharaan Peralatan dan 3.950.018.800,00 3.504.686.019,00 88,73 100,00
Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
Il | Program Peningkatan 5.445.535.000,00 4.506.054.664,00 82,75 100,00
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
1 | Koordinasi dan Konsultasi 939.000.000,00 905.766.824,00 96,46 100,00
Kelembagaan Pemerintah Daerah
2 | Peningkatan Kapasitas Sumber 4.506.535.000,00 3.600.287.840,00 79,89 100,00
Daya Aparatur
IV | Program Penyusunan, 3.491.835.280,00 3.104.425.994,00 88,91 100,00
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
1 | Penyusunan Dokumen 2.146.417.280,00 2.012.229.698,00 93,75 100,00
Perencanaan
2 | Penyusunan Laporan Hasil 623.230.000,00 561.389.190,00 90,08 100,00
Pelaksanaan Rencana Program
dan Anggaran
3 | Penyusunan, Pengembangan, 722.188.000,00 530.807.106,00 73,50 100,00
Pemeliharaan dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Data
V | Program Pembangunan Jalan 1.627.800.000,00 100,00
dan Jembatan
1 | Pembangunan Jalan Tembus / 1.627.800.000,00 0,00
Alternatif
VI | Program 959.137.461.000,00 | 834.437.096.723,00 87,00 100,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
1 | Mobilisasi Alat Berat untuk 200.000.000,00 140.334.100,00 70,17 100,00
Kegiatan Pemeliharaan Jalan
2 | Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan 353.725.400.000,00 | 298.343.001.000,00 84,34 100,00
3 | Perencanaan Rekonstruksi dan 5.740.000.000,00 5.105.431.100,00 88,94 100,00
Pelebaran Jalan
4 | Supervisi Rekonstruksi dan 7.826.483.000,00 6.620.937.400,00 84,60 100,00
Pelebaran Jalan
5 | Kajian pengembangan jaringan 2.450.000.000,00 2.273.947.000,00 92,81 100,00
jalan
6 | Pengadaan alat-alat laboratorium 3.729.200.000,00 3.564.087.000,00 95,57
kebinamargaan
7 | Pengembangan Database Jalan 2.515.000.000,00 2.316.660.500,00 92,11 100,00
dan Jembatan
8 | Penelitian Teknologi Bahan 500.000.000,00 445881.070,00 89,18

Perkerasan Jalan
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Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-
alat Laboratorium Kebinamargaan

250.000.000,00

227.096.500,00

90,84

100,00

Pembinaan, Pengendalian,
Pengawasan, dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Jalan
dan Jembatan

1.200.000.000,00

1.065.052.796,00

88,75

Pembinaan, Pengendalian,
Pengawasan, dan Evaluasi
Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan

4.650.000.000,00

2.994.697.333,00

64,40

Pembinaan dan Pengawasan
Teknik Jalan dan Jembatan

2.686.748.000,00

2.127.437.972,00

79,18

100,00

Pengendalian dan Monitoring
Pelaksanaan
Rekonstruksi/Pelebaran Jalan dan
Penggantian Jembatan

3.661.200.000,00

3.411.966.433,00

93,19

Peningkatan Jalan dengan Dana
Alokasi Khusus (DAK)

22.411.851.000,00

17.281.360.000,00

77,11

Pemeliharaan Jembatan Rangka
Baja dan Jembatan Khusus

23.000.000.000,00

20.473.551.037,00

89,02

Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Surabaya

39.186.050.000,00

38.837.689.401,00

99,11

Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Mojokerto

42.038.054.500,00

38.134.303.053,00

90,71

Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Bojonegoro

29.530.316.000,00

28.215.262.400,00

95,55

Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Madiun

49.831.674.000,00

42.030.411.670,00

84,34

100,00

20

Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Pacitan

23.169.830.000,00

21.082.664.500,00

90,99

100,00

21

Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Kediri

58.582.860.000,00

49.261.716.755,00

84,09

100,00

22

Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Malang

30.586.797.000,00

28.024.457.750,00

91,62

100,00

23

Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Probolinggo

42.372.392.000,00

36.795.549.710,00

86,84

100,00

24

Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Jember

57.520.060.000,00

50.669.506.073,00

88,09

100,00

25

Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Banyuwangi

23.903.300.000,00

20.694.464.162,00

86,58

100,00

26

Pengelolaan Jalan Provinsi UPT
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Pamekasan

34.159.702.000,00

33.255.437.897,00

97,35

100,00

27

Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Surabaya

5.775.800.000,00

5.284.855.085,00

91,50

100,00

28

Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Mojokerto

12.590.000.000,00

10.916.184.810,00

86,71

100,00

29

Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Bojonegoro

5.669.000.000,00

4.880.334.277,00

86,09

100,00
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30

Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Madiun

2.844.600.000,00

2.435.963.800,00

85,63

100,00

31

Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Pacitan

1.264.000.000,00

1.165.367.000,00

92,20

100,00

32

Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Kediri

6.311.500.000,00

4.881.155.500,00

77,34

100,00

33

Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Malang

2.830.000.000,00

2.767.465.662,00

97,79

100,00

34

Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Probolinggo

3.610.000.000,00

3.508.050.835,00

97,18

100,00

35

Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Jember

4.482.900.000,00

3.796.987.500,00

84,70

100,00

36

Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Banyuwangi

5.425.000.000,00

4.606.763.580,00

84,92

100,00

37

Pengelolaan Jembatan Provinsi
UPT Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Pamekasan

3.805.000.000,00

3.024.624.308,00

79,49

100,00

38

Perencanaan Penggantian
Jembatan

400.000.000,00

365.832.500,00

91,46

100,00

39

Pembinaan, Pengaturan,
Pengendalian dan Evaluasi Jalan
dan Jembatan

2.002.000.000,00

1.813.362.846,00

90,58

100,00

40

Monitoring,Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan Jalan
dan Jembatan Surabaya

3.669.420.000,00

3.463.203.458,00

94,38

100,00

41

Monitoring,Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan Jalan
dan Jembatan Mojokerto

2.417.433.500,00

2.346.807.688,00

97,08

100,00

42

Monitoring,Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan Jalan
dan Jembatan Bojonegoro

4.448.410.000,00

3.616.059.407,00

81,29

100,00

43

Monitoring,Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan Jalan
dan Jembatan Madiun

4.202.424.000,00

3.776.005.305,00

89,85

100,00

44

Monitoring,Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan Jalan
dan Jembatan Pacitan

2.138.570.000,00

1.905.266.301,00

89,09

100,00

45

Monitoring,Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan Jalan
dan Jembatan Kediri

2.855.310.000,00

2.454.587.396,00

85,97

100,00

46

Monitoring,Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan Jalan
dan Jembatan Malang

2.762.540.000,00

2.518.904.255,00

91,18

100,00

47

Monitoring,Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan Jalan
dan Jembatan Probolinggo

3.345.818.000,00

2.335.734.845,00

69,81

100,00

48

Monitoring,Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan Jalan

2.564.540.000,00

2.382.641.794,00

92,91

100,00
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dan Jembatan Jember

49

Monitoring,Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan Jalan
dan Jembatan Banyuwangi

2.964.745.000,00

2.120.389.611,00

71,52 100,00

50

Monitoring,Evaluasi dan
Pengelolaan Aset, Jalan dan
Jembatan UPT Pengelolaan Jalan
dan Jembatan Pamekasan

3.721.533.000,00

3.149.955.501,00

84,64 100,00

51

Pengelolaan Pelayanan
Laboratorium Bahan Jalan dan
Jembatan Bina Marga Provinsi
Jawa Timur

1.610.000.000,00

1.527.688.847,00

94,89 100,00

Vil

Program Dukungan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan

37.302.252.000,00

35.667.889.343,92

95,62 100,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-
alat Berat

2.841.490.000,00

2.551.957.380,00

89,81 100,00

Rehabilitasi/ pemeliharaan Kantor
dan Aset Lainnya

31.912.252.000,00

30.735.746.479,92

96,31 100,00

Monitoring dan Evaluasi Peralatan
UPT Depo Peralatan Bina Marga
Provinsi Jawa Timur

2.548.510.000,00

2.380.185.484,00

93,40 100,00

3.4 Cost Per Outcome

anggaran suatu program sehingga dapat menggambarkan tingkat efisiensi yang

Cost per outcome menunjukkan capaian kinerja terhadap penggunaan

dicapai. Hasil capaian kinerjanya ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20 Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2017

SASARAN INDIKATOR %

NO STRATEGIS KINERJA ANGGARAN ANGGARAN
1. Meningkatnya jalan | Persentase jalan 601.474.779.000 60,36

provinsi yang dapat | provinsi dalam

dilaui oleh kondisi mantap

kendaraan dengan fungsional

cepat, aman dan

nyaman.
2. Meningkatnya jalan | Persentase jalan 394.964.934.000 39,64

provinsi yang provinsi yang

menjamin memenuhi

pengendara persyaratan teknis

berkendara dengan | jalan

selamat.

Total Belanja Langsung 996.439.713.000 100,00
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Tabel 3.13 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

NO TUJUAN/ SASARAN/ INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
PROGRAM TARGET | REALISASI | CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
I Tujuan 1 (T1):
Meningkatkan daya
dukung, kapasitas dan
kualitas jalan provinsi.
I.1 | Sasaran 1 (T1S1): Persentase jalan 95,16 90,31 94,90 | 601.474.779.000 | 537.911.404.838 89,43
Meningkatnya jalan provinsi dalam
provinsi yang dapat kondisi mantap
dilaui oleh kendaraan fungsional (%)
dengan cepat, aman
dan nyaman.
I.1. | Program 1 (T1S1P1): Panjang jalan 1.352,22 1.283,32 94,90 | 564.172.527.000 | 502.243.515.494 89,02
A Rehabilitasi/ dalam kondisi
Pemeliharaan Jalan dan | mantap fungsional
Jembatan (Km)
Panjang jembatan 10.905,03 10.291,45 94,37
dalam kondisi baik
M)
I.1. | Program 2 (T1S1P2): Persentase Kantor 75,00 75,00 100,00 37.302.252.000 35.667.889.344 95,62
B Dukungan Sarana dan dalam Kondisi
Prasarana Layak Pakai dan
Kebinamargaan Memadai (%)
Persentase 85,00 85,00 100,00
Ketersediaan alat
berat dalam kondisi
layak pakai dan
memadai (%)
1.2 | Sasaran 1 (T1S2): Persentase jalan 61,86 59,16 95,64 | 394.964.934.000 | 332.193.581.229 84,11
Meningkatnya jalan provinsi yang
provinsi yang menjamin | memenubhi
pengendara berkendara | persyaratan teknis
dengan selamat. jalan (%)
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dan Jembatan

Panjang jembatan
yang terbangun

I.2. | Program 1 (T1S2P1): Panjang jalan 1.352,22 1.283,32 94,90 | 394.964.934.000 | 332.193.581.229 84,11
A Rehabilitasi/ dalam kondisi
Pemeliharaan Jalan dan | mantap fungsional
Jembatan (Km)
Panjang jembatan 10.905,03 10.291,45 94,37
dalam kondisi baik
(m)
II Tujuan 2 (T2):
Meningkatkan
Aksesibilitas Menuju
Kawasan Potensial dan
Wilayah Selatan
JawaTimur
I1.1 | Sasaran 1 (T2S1): Persentase - 48,95 - - - -
Meningkatnya penyelesaian
Penyelesaian pembangunan jalan
Pembangunan Jalan menuju kawasan
Menuju Kawasan potensial dan jalan
Potensial dan Jalan lintas selatan
Lintas Selatan Persentase - 54,15 -
penyelesaian
pembangunan
jembatan menuju
kawasan potensial
dan jalan lintas
selatan
II.1 | Programl (T2S1P1): Panjang jalan yang - - - - - -
A Pembangunan Jalan terbangun
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Tabel 3.14 Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

%
INDIKATOR % CAPAIAN TINGKAT
NO KINERJA UTAMA KINERJA UTAMA CAPAIAN ANGGARAN EFISIENSI
KINERJA

I1 Sasaran 1 (T1S1): Persentase jalan 94,90 89,43 5,47

Meningkatnya jalan provinsi dalam

provinsi yang dapat kondisi mantap

dilaui oleh kendaraan | fungsional

dengan cepat, aman

dan nyaman.
1.2 Sasaran 2 (T1S2): Persentase jalan 95,64 84,11 11,53

Meningkatnya jalan
provinsi yang
menjamin
pengendara
berkendara dengan
selamat.

provinsi yang
memenuhi
persyaratan teknis
jalan
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BAB 1V
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Pencapaian kinerja tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga tercermin melalui capaian 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
penyerapan anggaran. Secara keseluruhan rata-rata pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 sebesar 95,27 % dengan nilai “baik”.
Ini didapat dari 2 IKU yang pencapaiannya mencapai 94,90% dan
95,64%. Sedangkan dari segi alokasi anggaran tahun 2017 ini pencapaian
kinerjanya 87,12 % dengan nilai “baik” dengan penyerapan sebanyak
Rp. 891.972.658.555,92.
Pencapaian kinerja tahun 2017 ini tidak terlepas dari adanya
peningkatan anggaran penyelenggaraan jalan provinsi serta upaya-upaya
perbaikan manajemen penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, untuk meningkatkan kinerja pada
tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai
berikut:

1. Dari pencapaian kinerja tersebut, ada hal — hal yang perlu
dicermati, yaitu capaian “sasaran 2 dari tujuan 1”, yang pencapaian
kinerjanya mencapai 59,16%, masih memerlukan program
pembangunan dengan dukungan dana yang memadai dikarenakan
salah satu parameternya yang berupa “Lebar Jalur Lalu Lintas
Minimum” yang memenuhi persyaratan teknis, baru mencapai
38,48 % atau sepanjang 546,8 kilometer dari panjang jalan

provinsi di Jawa Timur sepanjang 1.421 km.
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2. Diperlukan Dana Preservasi Jalan (sesuai UU no 22/2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ) sebagai terobosan baru dalam
hal pendanaan penyelenggaraan jalan yang digunakan untuk
mempertahankan kondisi jalan untuk mendukung pelayanan jalan

berkeselamatan.

3. Tingkat capaian tahun 2017 ini perlu dipertahankan dengan terus
meningkatkan  kinerja  terutama  perencanaan  program
penyelenggaraan jalan, proses pengadaan, pelaksanaan serta

pengawasan jasa konstruksi maupun konsultansi.

4. Perlunya perhatian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intensif
dari semua pihak terkait penyelenggaraan jalan untuk

mempertahankan kinerja saat ini.
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Instansi
Visi

Misi

Tujuan

Tugas

Fungsi

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Tersedianya Infrastruktur Jalan Provinsi yang Aman, Nyaman, dan Lancar Dalam Mendukung Tercapainya

Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur

a. Meningkatkan Kondisi Pelayanan Jalan Provinsi di JawaTimur

b. Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Potensial dan
Wilayah Selatan Jawa Timur

Meningkatkan Daya Dukung, Kapasitas, dan Kualitas Jalan Provinsi

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang

Perkerjaan Umum Bina Marga

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga

c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas Sesuai Lingkup Tugashya

d

Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Gubernur
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LY

EOR T | [ENDIATOR PENJELASAN/ SUMBER | PENANGGUNG
UTAMA FORMULASI PENGHITUNGAN DATA JAWAB

Meningkatnya  jalan | Persentase Hasil survey | Dinas Pekerjaan
provinsi yang dapat |jalan  provinsi %% Mantap — 2 Jalan provinsi kondisi baik + . Jalan provinsi kmulisisedangx_1 00% Dan laporan | Umum Bina
dilalui oleh kendaraan | dalam  kondisi X Panjang jalan provinsi data Marga Provinsi
dengan cepat, aman | mantap o — N " . " Jawa Timur
dan nyaman Nilaikondisi jalan diukur denganmenggunakanalatukurkerataanjalan (menghasilkannilai IRI

(International Roughness Index)) ataudiukursecara visual (menghasilkannilai RCI (Road

Condition Index). Kondisibaiknilai IRl 0-4, kondisisedangnilai IR| 4-8,
Meningkatnya  jalan | Persentase Laparan Dinas Pekerjaan
provinsi yang | jalan  provinsi B DI PEN PTOVIRSE MO DAY GIBERY. i data Umum Bina
menjamin  pengguna | yang memenuhi X Panjang jalan provinsi Marga Provinsi
berkendara  dengan | persyaratan Jawa Timur
selamat teknis jalan

Parameter jalan provinsi yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat:
Spesifikasi penyediaan prasarana

Lalu lintas harian rata-rata (smp/hari)

Lebar jalur lalu lintas minimum

Lebar bahu minimum

Tipe perkerasan jalan minimum

Kelandaian maksimum

Kondisi bangunan pelengkap jalan (jembatan, gorong-gorong, dil) baik dan
berfungsi

@™pao o




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama . Ir. GATOT S. HADI, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. H. SOEKARWO

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 16 Januari 2017
ua Pihak Pertama

AWA TIMUR KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO " Ir. GATOT S. HADI, M.M.
r 2 Pembina Utama Muda
NIP 19600722 199003 1 004
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

2 3 4

Meningkatnya jalan provinsi | Persentase jalan provinsi 96,42%
yang dapat dilalui -oleh | dalam kondisi mantap
kendaraan dengan cepat,
aman dan nyaman

Meningkatnya jalan provinsi | Persentase jalan provinsi 59,86%
yang menjamin pengguna | yang memenuhi
berkendara dengan selamat persyaratan teknis jalan

NO PROGRAM ANGGARAN KET
Pelayanan Administrasi Rp 4.990.000.000 APBD
Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Rp 10.998.789.000 APBD
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Rp 6.191.065.000 APBD
Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Rp 3.552.778.000 APBD

Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintah

Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp 20.377.800.000 APBD
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Rp 944.104.713.000 APBD
dan Jembatan

Dukungan Sarana dan Rp 33.585.000.000 APBD
Prasarana

Kebinamargaan

Rp 1.023.800.145.000

Surabaya, 16 Januari 2017
Pihak Pertama

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Pembina Utama Muda

r. H. SOEKARWO k Ir. GATOT S. HADI, M.M.
" NIP 19600722 199003 1 004
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. GATOT S. HADI, M.M.

Jabatan . Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. H. SOEKARWO

Jabatan . Gubernur Jawa Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 2 Oktober 2017
Pihak Pertama

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. GATOT S. HADI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 18600722 199003 1 004
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2 3 4 |
1. | Meningkatnya jalan provinsi | Persentase jalan provinsi 95,16%

yang dapat dilalui oleh | dalam kondisi mantap
kendaraan dengan cepat,
aman dan nyaman

2. | Meningkatnya jalan provinsi | Persentase jalan provinsi 61,86%
yang menjamin pengguna | yang memenuhi
berkendara dengan selamat persyaratan teknis jalan

NO PROGRAM ANGGARAN KET

1. Pelayanan Administrasi Rp 4.986.442.920 APBD
Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Rp 11.808.818.800 APBD
Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Kapasitas Rp 5.445.535.000 APBD
Kelembagaan Pemerintah Daerah

4. Penyusunan, Pengendalian, dan Rp 3.491.835.280 APBD

Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintah

5. Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp 1.627.800.000 APBD

6. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Rp 959.137.461.000 APBD
dan Jembatan

7. Dukungan Sarana dan Rp 37.302.252.000 APBD
Prasarana

Kebinamargaan

Rp 1.023.800.145.000

Surabaya, 2 Oktober 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. GATOT S. HADI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19600722 199003 1 004
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PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017

TARGET REALISASI TAHUN CAPAIAN |
NO TIUA SASARAN INDIKATOR SASARAN | “2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2047 :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 {
1 Meningkatkan daya | Meningkatnya jalan | Persentase jalan provinsi 9515 | 7738 | 78,16 | 8573 | 88,40 | 8927 89,43 | 88,87 | 90,31 94,91
dukung, kapasitas provinsi yang dapat | dalam kondisi mantap
dan kualitas jalan dilalui oleh kendaraan | fungsional
provinsi. dengan cepat, aman
dan nyaman
Meningkatnya  jalan | Persentase jalan provinsi 61,86 | 5156 | 53,00 | 53,04 | 54,15 | 55,01 44,04 | 57,90 | 59,16 95,64
provinsi yang | yang memenuhi
menjamin  pengguna | persyaratan teknis jalan.
berkendara  dengan
selamat.
2 Meningkatkan Meningkatnya Persentase penyelesaian -| 39,26 | 4063 | 4063 | 4063 | 4063 46,84 | 47,36 -
Aksesibilitas Penyelesaian pembangunan jalan
Menuju Kawasan Pembangunan Jalan | menuju kawasan
Potensial dan Menuju Kawasan | potensial dan jalan lintas
Wilayah Selatan Potensial dan Jalan | selatan
Jawa Timur Lintas Selatan Persentase penyelesaian -| 2760 | 3145 | 3337 | 36,90 | 40,75 51,73 | 43,50 -
pembangunan jembatan
menuju kawasan
potensial dan jembatan
lintas selatan
RATA — RATA CAPAIAN 95,27
Surabaya, Februari 2018

Kepala Dings Pekerjaan Umum Bina

Marg

rovinsi Jawa Timur

Ir. GATOT S. HADI, M.M

Pembina Utama Madya
19600722 199003 1 004
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MATRIK RENSTRA 2014 - 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

VISI Tersedianya infrastruktur jalan provinsi aman, nyaman dan lancar dalam mendukung tercapainya kesejahteraan
masyarakat Jawa Timur.
MISI a. Meningkatkan kondisi pelayanan jalan provinsi di Jawa Timur.
b. Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah
Selatan Jawa Timur.
TUJUAN  : a. Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi.
INDIKATOR RUMUS KONDISI 2014 (%) TARGET
2019 (%)
Persentase jalan | Pjg jl dlm kondisi baik + sedang dan 72,14 81,81
provinsi dengan | yang memenuhi persyaratan teknis 100%
kondisi  pelayanan Total pjg jin prov *L A
baik
INDIKATOR TARGET TAHUN
- SUSGABAN SASARAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 RERLIARAN PROCEAM
1 3 4 6 7 8 9 10 12
1. Meningkatnya jalan | Persentase jalan | 86,90 | 88,43 | 90,70 | 93,73 | 97,54 |1. Mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala 1. Rehabilitasi/
provinsi yang dapat | provinsi dalam kondisi prasarana jalan dan jembatan. pemeliharaan
dilalui oleh | mantap fungsional . Penanganan cepat terhadap perbaikan jalan dan
kendaraan dengan prasarana jalan dan jembatan yang rusak akibat jembatan.
cepat, aman dan bencana alam. 2. Dukungan
nyaman . Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan sarana  dan
dan jembatan untuk mengantisipasi prasarana
2. Meningkatnya jalan | Persentase jalan 56,87 | 59,01 61,26 | 63,61 66,07 pertumbuhan lalu lintas. kebinamargaa
provinsi yang provinsi yang . Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol di n.
menjamin memenuhi Jawa Timur.
pengguna persyaratan teknis . Mengharmonisasi-kan  keterpaduan  sistem
berkendara dengan | jalan. jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang

selamat.

wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota,
dan meningkatkan keterpaduannya dengan
sistem jaringan prasarana lainnya.

. Meningkatkan dan mengembangkan koordinasi

di antara pemerintah pusat
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jembatan menuju
kawasan potensial
dan jembatan lintas
selatan

koordinasi di antara pemerintah pusat

b. Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah Selatan Jawa Timur.
INDIKATOR RUMUS KONDISI 2014 (%) TARGET
2019 (%)
Persentase Pjg Jalan Terbangun £100% 40,63 62,17
i = : (U
penye_lesa|an Jalan | Total pjg jin yg direncanakan
Menuju Kawasan
Potensial dan Jalan
Lintas Selatan
INDIKATOR TARGET TAHUN
HO SASARAN SASARAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 RERLIARAN PROGRAM
1 3 4 6 7 8 9 10 12
1 Meningkatkan Persentase 44,55 | 48,65 52,95 | 57,45 | 62,17 |1. Percepatan pembangunan jalan lintas selatan {1. Pembangunan
Aksesibilitas penyelesaian Jawa Timur. Jalan dan
Menuju Kawasan pembangunan jalan . Mengharmonisasi-kan keterpaduan sistem Jembatan
Potensial dan menuju kawasan jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang 2. Pembangunan
Wilayah Selatan potensial dan jalan wilayah nasional, provinsi, dan Jalan Lintas
Jawa Timur lintas selatan kabupaten/kota, dan meningkatkan Selatan
Persentase 45,98 51,47 57,21 63,46 70,00 keterpaduannya dengan sistem jaringan
penyelesaian prasarana lainnya.
pembangunan . Meningkatkan dan mengembangkan






